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Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima

Nurgamriani Yunita' Mardiah? Rahmad Hidayat®
Mahasiswa', Pembimbing?, Pembimbing Utama®
Program Studi Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial Dan llmu Politik
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ABSTRAK

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bima adalah salah satu
badan milik pemerintah daerah yang bertugas menyusun kebijakan teknis
pengelolaan pendapatan daerah. BPKAD Kota Bima dalam meminimalisir
hambatan dalam meningkatkan PAD nya dengan melakukan berbagai strategi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk strategi yang dimilki
oleh BPKAD serta faktor penghambat dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dan
menggunakan analisis data secara reduksi, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa
BPKAD telah melakukan 4 (empat) strategi dalam mempermudah pelayanan bagi
wajib pajak, dan dalam upaya meningkatkan PAD vyaitu 1) telah dilakukannya
pendataan secara aktif/menyisir potensi yang ada namun belum terdata di BPKAD
Kota Bima, 2) pemukhtahiran data (update data) berupa pendataan ulang terhadap
potensi yang lama namun di perbaharui, 3) koordinasi antar instansi terkait, 4)
pembayaran dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Gopay. Faktor
penghambat yang ditemukan kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya
kesadararan wajib pajak dan mutu pelayanan yang kurang. Sehingga
mempengaruhi terhadap peningkatan dan penurunan PAD.

Kata Kunci: Strategi, BPKAD, PAD



1'he Strategy of the Regional Financial and Asset Management Agency in
Increasing The Local Revenue of Bima City

Nurqamriani Yunita' Mardiah® Rahmad Hidayat'
Student', Supervisor’, Main Supervisor'
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Polinical Sciences
Muhammadiyah Mataram University

ABSTRACT

The Bima Regional Financial and Asset Management Agency or BPKAD is one
of the regional government-owned bodies responsible tor formulating techmical
policies for regional revenug management, BPKAD Bima city in minimizing
obstacles to increasing its Local Revenue by implementing various strategies.
This study aims to determine the forms of strategies owned by BPKAD and
inhibiting factors in increasing PAD. This study uses a qualitative research
method with a descnptive approach. Data collection techniques used were
observation, documentation, and interviews, Besides, the data was analyzed
through data reduction, data presentation, and drawing conclusions,

This showed that BPKAD has implemented 4 (four) strategies to facilitate
services for taxpayers and increase Local Revenue, namely 1) active data
collection/combing existing potentials but not yet recorded in BPKAD Bima City
. 2) data collection (data update) in the form of a re-data collection of old but
updated potentials, 3) coordination between related agencies, 4) payment can be
made online via the Gopay application. Inhibiting factors were found to lack
facilities and infrastructure, lack of awareness of taxpayers, and less quality of
service so that 1t attects the increase and decrease mn PAD.

Keywords: Strategry, BPKAD, PAD
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem Otonomi
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah
bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan
keadilan rakyat didaerah, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk
mengelola segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia di daerah.
Yang diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah,
menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat
UUD 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah
tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dan salah satu
upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan mampu
dalam pembiayaan dan pembangunan daerahnya vyaitu yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang didapat daerah dengan cara pemungutan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara
pemerintah Pusat dan Daerah. Bertujuan untuk memberi kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan
potensi nya.

PAD merupakan sumber utama dalam pembangunan dan kesejahteraan
daerah. Pad di Kota Bima yaitu bersumber dari pemungutan pajak PBBP2(Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), pajak hotel, pajak restoran, rumah



makan, dan reklame yang dianggap berpotensi dalam menyumbangkan PAD nya.
Pajak yang ditentukan oleh daerah merupakan pemungutan pajak yang masuk
dalam APBD, karena dianggap menguntungkan dari segi sosial dan ekonomi yang
dapat di peroleh manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini agar terbentuknya
kemandirian daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerahnya.

Pajak daerah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17
Tahun 2010 tentang pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
. Untuk meningkatkan PAD membutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu
dalam bentuk pengadministrasian, penentuan, pemungutan, penagihan serta
pelayanan pajak di selenggarakan oleh instansi BPKAD Kota Bima yang
diberikan wewenang oleh pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Serta
pentingnya keikutsertaan dari wajib pajak dan pelaku usaha bersama-sama
melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Karena pajak merupakan sektor
pendorong atau motor pengerak dalam pembangunan Negara. Suksesnya
pembangunan pusat maupun daerah tidak terlepas dari dana yang cukup besar dan
pengelolaan dana yang baik, maka dengan mengoptimalkan PAD dari pajak dapat
membantu dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Menurut Riki (2012:12) pajak merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh

daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang,



yang dapat di paksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah
dan retribusi daerah dan pemberian dalam penetapan tarif.

Menurut Fazry (2018:4) dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1
ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pentingnya strategi bagi suatu organisasi yaitu agar suatu organisasi
mampu dalam hal merencanakan merumuskan dan mengimplementasikan segala
tujuan yang ingin dicapai, sehingga strategi tersebut mampu mencapai visi dan
misi secara efektif dan efesiensi serta unggul dalam bersaing demi keuntungan
yang baik dalam jangka panjang atau secara terus menerus kedepannya.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan PAD
melalui pajak, pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan globalisasi dan
membuat konsep strategi yang baru untuk masyarakat agar mampu berpartisipasi
sebagai wajib pajak yang patuh. (Berdasarkan interviuew awal dengan pegawai
BPKAD Kota Bima) konsep strategi yang di terapkan oleh pemerintah Kota Bima
untuk meningkatkan PAD vyaitu konsep strategi pendataan secara aktif,
pemukhtahiran data, koordinasi atau kerjasama antar instansi dan pembayaran

berbasis ‘ 'Online’’. Berupa pemasangan iklan secara online di media masa, iklan



di berita-berita online, dan instansi BPKAD akan menerapkan sistem berupa
pembayaran secara ‘’Daring atau online’’, melalui aplikasi online sehingga
pemanfaatan sistem ini diharapkan dapat mempermudah bagi pemerintah dalam
pelayanan, pengawasan, dan penagihan yang sebelumnya sistem pembayaran
pajak dilakukan dengan cara yang dikenal dengan ‘Jemput Bola’’, yaitu
penagihan dan pembayaran dilakukan di tempat wajib pajak oleh petugas. Dan ini
akan mempermudah bagi masyarakat dalam pembayaran wajib pajak kedepannya.

Strategi ini muncul dari pemerintah daerah dan instansi BPKAD guna
membantu masyarakat dalam pelayanan. Karena untuk mengoptimalkan
pelayanan maupun pengawasan terhadap wajib pajak yang selama ini terdapat
kendala dalam pengawasan dan penagihan kepada wajib pajak atau kurang nya
petugas turun langsung di lapangan menyebabkan berbagai hambatan sehingga
mempersulit petugas dalam pengecekan kebenaran jumlah pajak yang disetorkan,
sudah sesuai atau belum dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk
dibayarkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Dan kepatuhan dari wajib pajak ini memiliki keterkaitan dengan budaya
dan masyarakat, yaitu dimana budaya dari masyarakat Kota Bima yang patuh
akan peraturan (hukum) sehingga mempengaruhi pula kepatuhan mereka terhadap
apa yang menjadi kewajibannya. Contohnya seperti kewajiban membayarkan
pajak, karena dapat dilihat bahwa berkembangnya Kota Bima saat ini
mempengaruhi pula PAD selama dua tahun terakhir yang bersumber dari pajak

daerah yaitu pajak hotel, restoran, reklame, dan pbbp2.



Maka dilihat dari kehidupan ekonomi Kota Bima yang sekarang sudah
berkembang dengan pesat di berbagai bidang. Maka semakin banyak juga peluang
masyarakat untuk mengambil kesempatan membuka restoran, hotel dan
pemasangan reklame, serta pembangunan gedung atau bangunan mewah lainnya.
Maka dengan melihat perkembangan tersebut instansi BPKAD Kota Bima
menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 yang ditargetkan
PAD awal Rp. 62 miliar namun berkurang menjadi Rp. 46 miliar dan
mempengaruhi beberapa jenis pajak yang telah di tetapkan antara lain, target PAD
pajak hotel sebesar Rp.3 miliar terealisasi sebesar Rp. 300 juta dengan presentasi
10% dari PAD vyang ditargetkan sebelumnya, sedangkan pajak restoran
ditargetkan awal Rp. 4 miliar yang terealisasi hanya Rp.738 juta dengan presentasi
5,42% dan, pajak reklame yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.700 juta dan
Rp.496 juta yang terealisasi dengan presentasi 1,41%. Sehingga dapat dilihat
bahwa kontribusi pajak daerah untuk PAD Kota Bima di Tahun 2020 sebesar
16,83%. Per 31 Agustus dan terjadi penurunan di Tahun 2020, hal ini diakibatkan
oleh pendemi Covid-19. (Sumber Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

Lebih khususnya pada peningkatan realisasi pajak daerah tahun 2019 yaitu
pajak hotel yang ditargetkan PAD awal sebesar Rp. 600.00 jta terealisasi sebesar
Rp. 472.396 dengan presentasi 78.73%, target untuk pajak restoran sebesar Rp.
1.750.800 miliar terealisasi sebesar Rp. 1.513,624 miliar dengan presentasi
86,45% dan ditargetkan untuk pajak reklame sebesar Rp. 700,00 juta yang

terealisasi sebesar Rp. 454,650 juta dengan presentasi 64.95%, serta target untuk



pajak pbbp2 sebesar Rp. 4.450.000 miliar yang terealisasi Rp. 3.544.801 miliar
dengan presentasi sebesar 79.66 %.

Melihat dari fakta yang ada maka daerah memunculkan konsep strategi
yang diperlukan guna untuk terus meningkatkan target PAD diperlukan
pengelolaan yang lebih modern, cepat, tanggap, akurat dan memiliki gagasan yang
strategi dan solutif agar bisa dijadikan sebagai tolak ukur daerah lain. . Karena
memang pemerintah memilki kewajiban untuk memenuhinya guna proses
pembangunan berkelanjutan yang lebih baik dan mensejahterakan rakyat, konsep
strategi online ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang menjadi hambatan
dan beban bagi instansi BPKAD Kota Bima. Atas dasar permasalahan di atas,
peneliti melakukan penelitian dengan judul

¢ Strategi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bima’’.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi BPKAD Kota Bima dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat BPKAD dalam peningkatan

PAD di Kota Bima?



1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah
Kota Bima melalui BPKAD untuk menarik antusias wajib pajak dalam
pembayaran berbagai macam pajak untuk peningkatan PAD Kota
Bima.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam
meningkatkan PAD di Kota Bima.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan konsep perbandingan bagi
peneliti selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi dinas BPKAD
Kota Bima untuk mengimplementasikan strategi yang baik dan tepat
sasaran agar tercapainya efektifitas dan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar kewajiban pajaknya.
3. Manfaat Akademis
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) guna
meraih gelar sarjana pada Prodi Administrasi Publik Fakultas IImu Sosial

dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



2.1 Penelitian Terdahulu

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat menambah wawasan teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis

menemukan beberapa judul yang sama dalam penelitian dan judul yang tidak

sama persis seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

penlitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian

penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No | Nama, Judul Dan | Hasil Penelitian Persamaan Dan
Tahun Penelitian Perbedaan
1 MUHAMMAD Dari  hasil  penelitian | Persamaan  terletak
FAZRY AULIA menunjukkan bahwa | pada tingkat
partisipasi masyarakat | partisipasi
Partisipasi dalam pembayaran PBB | masyarakatnya.
Masyarakat Dalam | gikota Bandar Lampung
I\B/Iem_bayar Pgak belum berjalan dengan | Perbedaan,
umi an ; :
Bangunan Di Kota EE&;TSI r?;;eb?)?r?:haomlgz terletak pada waktu
Bandar  Lampung | mas dan tempat
: yarakat tentang litiannva
(Studi Pada Badan | penting nya pembayaran pene y
Pengelola  Pajak | pgp, kurangnya
Daerah Dan | kesadaran  wajib  pajak.
Retribusi  Daerah | sehingga  menyebabkan
Kota Bandar | pelum terealisasikan nya
Lampung), 2018. | target PAD Kota Bandar
Lampung.




IDA ROSYDIANA | Dari  pengelolaan data | Persamaannya terletak
o L yang telah dilakukan dapat | pada sama-sama
Analisis  Dinamika | gisimpulkan bahwa | meneliti tentang pajak
Kontribusi  Pajak | kontribusi dari pajak hotel | pajak hotel dan pajak
Hotel Dan Pajak | gan pajak restoran di | restoran . Perbedaan
Restoran Terhadap | kapupaten Sumbawa 5
Pendapatan  Asli | Tanun terakhir menurun | terletak
Daerah Kabupaten iali i
Sumbawa, 2017. ﬁgs?h dlathtgtnk; " (:S,g pada  waktu  dan
S Y . tempat penelitian

kesadaran dari wajib pajak

itu sendiri dan kurang nya

pengunjung  di  hotel

maupun restoran

mempengaruhi

pembayaran pajak. Hal ini

disebabkan tingkat

keamanan menuju hotel

atau restoran yang masih

kurang aman fasilitasnya,

kurang nya jalan yang

memadai bagi

pengunjung.
RIKI AFRIANTO | Dari  hasil  penelitian | Persamaan  terletak
Upaya Pemerintah | menunjukkan bahwa | pada upaya
Kabupaten empat tahun terakhir pajak | pemerintahan ~ yang
Pelalawan Dalam | khusus  nya  restoran | ingin  meningkatkan
Meningkatkan memberikan kontribusi | PAD melalui segala
Pendapatan  Asli | terhadap peningkatan | kegiatan yang
Daerah (PAD) dari | PAD. Hal tersebut tidak | dilakukan

sektor pajak
restoran/rumah
makan, 2012.

jauh dari peran pemerintah
Kabupaten Pelalawan
yang telah memberikan
Kinerja yang baik dalam

peningkatan PAD
Kabupaten Pelalawan
yaitu melalui penerapan

pengawasan Yyang baik,
rajin

memberikan  penyuluhan
kepada wajib pajak serta
memberikan arahan dan
disiplin yang sangat tinggi




bagi pegawai.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Strategi

Definisi strategi secara umum merupakan hal penting bagi kelangsungan
hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang
efektif dan efesien, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam
pengembangan konsep mengenai strategi yang harus terus berkembang untuk

pencapain visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pearce Il dan Robinso (2008), strategi adalah rencana berskala besar,
dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk
mencapai tujuan atau sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus

sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan

Pentingnya strategi bagi suatu perusahaan yaitu agar suatu perusahaan
mampu unggul dalam bersaing demi mencapai tujuan dan memilki keuntungan
yang baik dalam jangka panjang atau secara terus menerus kedepannya. Penelitian
ini menggunakan strategi karena dinas BPKAD Kota Bima menerapkan strategi
didalam manajemennya guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak

daerah.
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Strategi dalam bidang manajemen menurut David (2011) manajemen
strategis  merupakan  seni dan  pengetahuan dalam  merumuskan,
mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional
yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Yang berfokus pada
usaha untuk mengintegritaskan manajemen, pemasaran, keungan/akuntasi,
produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer
untuk mencapai keberhasilan organisasi. Secara umum manajemen strategi

memiliki tiga proses manajemen yaitu:

1. Tahap Formulasi Strategi
Meliputi pembuatan visi, misi, tujuan dan sasaran, pembuatan rencana
jangka menengah dan panjang, dan pembuatan strategi untuk diterapkan.
2. Tahap Implementasi Straregi
Yaitu meliputi penentuan kebijakan, memotivasi sumber daya manusia
organisasi, mengalokasikan sumber daya supaya perumusan strategi
tersebut bisa diselenggarakan.
3. Tahap Evaluasi Strategi
Yaitu memonitor seluruh hasil perumusan dan implementasi strategi,

pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

Dari ketiga tahap proses manajemen ini, akan digunakan untuk

menganalisis strategi dinas BPKAD Kota Bima dalam upaya peningkatan PAD.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang penerimaan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi
daerah khususnya atas desentralisasi, pemerintah daerah memilki sumber

penerimaan dari empat kelompok yaitu:

1. PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran/Rumah Makan
4. Pajak Reklame
Dan pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah
satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,
untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian
daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri

2. Hasil Retribusi Daerah

Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (P.Siahaan, 2015:14)
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Dengan adanya jenis dari pendapatan asli daerah ini sehingga
mempermudah pemerintah mengetahui jumlah penerimaan PAD perbulan hingga
pertahun yang masuk dalam ABPD. Dan dalam upaya peningkatan PAD, daerah
dilarang menetapkan Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan
ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang
pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan
Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
adalah peraturan yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh Daerah
terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga

menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

Tata Cara Pembayaran Pajak dari Sektor Pajak Restoran,Hotel , dan Reklame:

1. Mendaftar terlebih dahulu ke kantor pajak untuk didaftarkan NPWP

2. Apabila sudah ada NPWP kemudian memberitahu berapa
penghasilan pertahunnya tarif pajak yang dikenakan

3. Kemudian apabila pegawai pajak sudah mengetahui NPWP dan
penghasilan pertahunnya maka akan dihitung dengan pemotongan
pajak 10%, apabila sudah di tetapkan jumlah pajak yang harus
dibayarkan.

4. Maka wajib pajak membayar pajak yang sudah di tetapkan dengan
membawa SKPD (Surat ketetapan pajak daerah) setoran pajak yaitu

warga indonesia yang taat akan bayar pajak.

2.2.3 Perpajakan Secara Umum

13



1. Pengertian pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi)

yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Mardiasmo dalam Afrianto (2012:29)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur:

luran dari rakyat kepada Pemerintah Daerah

Yang berhak memunggut pajak hanyalah Negara baik pemerintah pusat
maupun daerah. luran tersebut berupa uang (Bukan Barang)

. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

. Tanpa jasa timbal balik atau kontrapretasi

Dalam pembayaran pajak tidak di rasakan secara langsung adanya
kontrapretasi individu oleh pemerintah.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut Mardiasmo dalam

Rosydiani (2017: 23)

1. Asas domisili (Asas tempat tingal)

Negara berhak membebankan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal diwilayahnya. Baik penghasilan yang berasal dari

14



dalam Negeri maupun luar Negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak
dalam negeri.

2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber
diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.4 Teknik Pemungutan Pajak

Menurut  Andriani dalam Rosdiana Haula (2010:55-56) Teknik
pengumpulan data adalah teknik atau tata cara yang dilakukan untuk menghitung

besaran pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada kas negara.

1. Official Assasment sistem

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib
pajak
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
b. Wajib pajak yang bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus

2. Self assesment sistem
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak terutangnya.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.2.5 Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat
yang dikelola oleh direktorat jendral jendral pajak yang dibawah naungan
kementrian keuangan dan pajak daerah yang dikelolah oleh dinas pendapatan

daerah.

1. Pajak pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
keperluan negara.

2. Pajak Daerah
Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah.
Golongan pajak Daerah yaitu:

Pajak Kabupaten/Kota
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1. Pajak Hotel

Diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Pasal 32 Objek pajak hotel adalah
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termaksud jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotelyang bersifat memberikan kemudahan dan
kenyamanan. Dan pengenaan tarif pajak hotel diatur didalam Pasal 35 paling

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Pajak Restoran

Diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No 28 Tahun 2009 Objek pjak restoran
adalah pelayanan restoran yang meliputi penjualan makanan dan atau minuman
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di

tempat lain.

3. Pajak Reklame

Ada pada Pasal 47 Undang-undang No 28 Tahun 2009 Objek pajak reklame
adalah penyelenggara reklame seperti, reklame papan, reklame selebaran, reklame
film dan reklame suara. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai yang di sewa

reklame.

4. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) secara umum,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 1 dan 3 Tentang

Obligasi adalah surat utang, surat utang Negara, dan obligasi Daerah, yang
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berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan bunga dari obligasi dengan
kupon sebesar 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak dalam negeri, dan bentuk
usaha tetap 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan
persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain

bentuk usaha tetap.

Dan berdasarkan pada Peraturan Derah Kota Bima, pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Bima No. 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 42
Tahun 2015 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai
dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di

Kota Bima Tahun 2016.

5. Pajak Serang Burung Walet

6. Pajak Hiburan

7. Pajak Parkir

8. Pajak Penerangan Jalan

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
10. Pajak Air Tanah

2.2.6 Teori Kebijakan

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum.
Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik yang berupa tindakan
atau putusan dari pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun peraturan dan

kebijakan tersebut ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
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Implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bahwa dalam proses
implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi
implementasi, kelompok, sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan
munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.
Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan

dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Sehingga dalam penentuan kebijakan yang akan dibuat pemerintah daerah
khususnya Kota Bima melalui badan pengelola keuangan dan aset daerah sangat
mengupayakan sebuah kebijakan yang akan mempermudah bagi pemberi jasa dan

terutama bagi penerima jasa pelayanan atau para wajib pajak.

2.2.7 Kebudayaan Dan Masyarakat

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan,
kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta
kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan dinamakan pula sktruktur normatif yaitu suatu garis-garis pokok
tentang prilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang seharusnya

dilakukan, apa yang dilarang, dan lain sebagainya.

Disamping adat istiadat, ada kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan
(hukum), yang biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi tegas. Peraturan
bertujuan membawa suatu keserasian dan memerhatikan hal-hal yang bersangkut-
paut dengan keadaan lahiriah maupun batiniah manusia. Peraturan (hukum) dibuat

oleh negara atau badan-badan negara yang diberi wewenang, seperti majelis
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permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, pemerintah dan lain
sebagainya. peraturan ada yang bersifat tertulis, tidak tertulis, dan yang terakhir
dinamakan dengan hukum adat. Dengan kajian teori kebudayaan ini dinas
BPKAD Kota Bima dapat mengetahui dan mempelajari bagaimana budaya,
kebiasaan dan watak dari masyarakat Kota Bima dalam hal mematuhi peraturan
yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga hal ini dapat mempermudah bagi

pemerintah pendekatan dengan para wajib pajak.

Dalam politik kebudayaan merupakan suatu faktor yang sangat penting
karena mengkaji berbagai pola prilaku seseorang ataupun sekelompok orang.
Orientasi kajiannya berkisar tentang kehidupan bernegara, penyelenggaraan
administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma
kebiasaan yang berjalan, dipikir, dikerjakan, dan dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya, serta dicampur baurkan dengan prestasi di bidang

peradaban.

2.2.8  Teori Komunikasi

Menurut definisi Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken
menjelaskan setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi,
yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan
komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan
yang bersifat satu arah komunikator (penerima pesan) dengan menggunakan
media tertentu sehingga memunculkan efek. Komunikasi tidak hanya sebatas

konseptuan satu arah, melainkan juga dapat sebagai suatu proses suatu interaksi
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(dua arah), atau transaksi. Teori komunikasi ini sangat dibutuhkan oleh dinas
BPKAD Kota Bima sebagai pemberi layanan kepada masyarakat/wajib pajak
karena, komunikasi sangat berpengaruh dalam penyampaian dan pemberian
kenyamanan terhadap komunikasi yang disampaikan melalui sosialisasi atau
pendekatan yang dapat mempermudah bagi wajib pajak memahami penjelasan

terhadap kewajiban yang akan mereka penuhi kedepannya.

Komunikasi yang efektif dapat ditandai dengan makna yang di terima oleh
komunikan sama dengan makna pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Melalui komunikasi manusia malukukan proses untuk mengembangkan
pengetahuan maupun informasi yang dapat berguna dan dapat diterima oleh
masyarakat, salah satu cara untuk menanamkan pengertian dan mengubah sikap
adalah dengan melalukan sosialisasi. Sosialisasi pada umumnya akan
disampaikan sejumlah pesan-pesan kepada komunikasi, dengan harapan
komunikasi tersebut menjadi paham dengan pesan tersebut dan bertujuan untuk
mempengaruhi bahkan mengubah sikap individual. Terdapat Model-model

komunikasi terdiri dari sbb:

1. Model komunikasi intrapribadi
Model komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri
seseorang itu sendiri

2. Model komunikasi antarpribadi
Menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) pasti

mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima
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(komunikasi), dan karenanya komunikasi harus dipandang sebagai upaya
persuasi.

3. Model verbal

Memberikan gambaran bahwa komunikasi mencakup pelaku komunikasi
(komunikator dan komunikan) dan, objek peristiwa, persepsi terhadap objek

peristiwa, reaksi, situasi, saluran/media, distribusi, konteks, makna isi pesan.

Adapun faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi yaitu adanya
hambatan yang bersifat teknis yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan
prasarana dalam proses komunikasi, penguasaan metode komunikasi yang tidak
sesuai, dan kondisi yang berhubungan dengan waktu atau situasi. Dan hambatan
yang bersifat sematik yaitu hambatan yang disebabkan kesalahan dalam
penafsiran, kesalahan dalam memberikan pengerian terhadap bahasa yang
dipergunakan dalam proses komunikasi. Serta hambatan yang bersifat dari prilaku
baik dari komunator maupun dari komunikan, berupa prasangka yang didasarkan

pada emosi dan sifat yang egoisme.

2.2.9 Manajemen Pelayanan

Manajemen adalah suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala
sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok, manajemen perlu dilakukan
guna mencapai tujuan atau terget dari individu atau kelompok tersebut secara

kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.
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Menurt Manullang dalam Ratminto (2015) manajemen sebagai seni dan
ilmu perancangan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan
dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

terlebih dahulu.

2.2.10 Teori Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah
yang baik merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintah atau koperasi yang efektif yang dapat
memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran
ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan
lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam
kepercayaan pemerintah dan administrasi publik. Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Mulyadi, Deddy dalam Utami (2020:12-13) Pelayanan publik
diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok.
Dalam era modernisasi telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting.

la tidak lagi merupakan aktivitas sembilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan
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sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di negara berkembang pada masa lalu.
Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme
dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, integritas, netralitas, dan
keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan
publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara Yyang
melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya

untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2004 Pelayanan Publik adalah
Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan

kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

1. Jenis Pelayanan Publik

Menurut Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga

jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD.

Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut di dasarkan pada ciri-ciri

dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan yaitu:

a. Jenis Pelayanan Administratif
Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang
diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,
pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha
lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir
berupa dokumen, misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah,

pelayanan, IMB. Penelitian ini menggunakan jenis pelayanan
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2.

administratif karena dalam pelayanan pajak tentu dibutuhkannya
sebuah perencanaan, penentuan dan pemungutan yang melalui
input data tarif pengenaan pajak yang diterapkan oleh dinas BPAK

Kota Bima, yang dapat mempermudah petugas dan palaku pajak.

. Jenis Pelayanan Barang

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan
berwujud fisik termaksud distribusi dan penyampaiannya kepada
konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu
sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk
akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda
yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya.

Misalnya jenis pelayanan listrik dan pelayanan telepon.

. Jenis Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh
unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu
dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan
manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai
dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan,

pelayanan perbankan.

Indikator Pelayanan Publik
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Berdasarkan Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan

masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik instansi pemerintah,

sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik
terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang
dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

b. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan.

d. Kemampuan dan tepat waktu petugas pelayanan, yaitu memiliki
tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam
memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Dan
dapat menyelesaikan pelayanan dengan tepat waktu.

e. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang
dilayani.

f. Kesopanan dan keramahan petugas, sikap dan prilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan

ramah serta saling menghargai dan menghormati.
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3. Mutu Pelayanan
Inpres No.3 Tahun 2003 tentang perbaikan dan peningkatan mutu
pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Inpres Rl kepada
MENPAN untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi
dengan departemen/instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk
memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah
kepada masyarakat, baik yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan
pemerintah, pembangunan, maupun kemasyarakatan.
4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir untuk melihat sejauh aman
kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Menurut
Winarno (2016) evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut
substansi,implementasi dan dampak. Dan sesuai dengan Keputusan
MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 pimpinan penyelenggara pelayanan
publik wajib secara berkala mengadakan evaluasi terhadap kinerja
penyelenggara pelayanan dilingkungan secara berkelanjutan dan
hasilnya secara berkala dilaporkan kepada pimpinan tertinggi. Dalam
mengevaluasi kinerja pelayanan publik harus menggunakan indikator
yang jelas dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.11 Asas Pelayanan Publik
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Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa,
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004:

a. Transparansi
Yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas
Yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

c. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

d. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender dan status ekonomi.

e. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak.
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2.2 Kerangka Berpikir

STRATEGI DINAS BPKAD (BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH) DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

(STUDI DESKRIPTIF PADA DINAS BPKAD KOTA

g

Dasar hukum yang melandasi yaitu: Undang-undang Nomor 28
tahun 2009 pasal 1 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya Alat
transaksi
2. Kurangnya
kesadaran pelaku
wajib pajak

Strategi Manajemen: Sasaran:

. Masyarakat yang
Tahap Formulasi dikenakan wajib pajak

2. Tahap ! mplementasi dan pelaku usaha oleh
3 §I't:;{;l]‘g?(‘;]Ievaluasi Strategi pemerintah sebagai wajib
' P g pbbp2, pajak hotel,

reklame, restoran/rumah
makan kecil

=

J

HASIL

Gambar 1. Kerangka Berfikir
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis
penelitian yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan
sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya Jauhari dalam Aulya

(2018:59-60).

Menurut Sugiyono (2016:9) pendekatan kualitatif adalah metode
penelitian yang berlandaskan filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif
karena peneliti merasa bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan kenyataan.
Selain itu metode kualitatif membangun hubungan langsung antara peneliti dan
informan. Karena hal ini dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan dari
naskah yang telah disediakan oleh peneliti berupa naskah wawancara, catatan
lapangan, dokumentasi, rekaman suara dan lainnya. Sehingga dari penelitian
kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada dilapangan,
melalui data-data yang di kumpulkan dalam bentuk dokumentasi maupun catatan
yang di dapatkan selama penelitian dan mencocokkan dengan teori yang

digunakan.
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3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan di Instansi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Provinsi NTB, yang beralamat di JI. Soekarno
Hatta, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima NTB. Waktu

pelaksanaan penelitian ini direncanakan bulan Desember 2020 sampai selesai.

3.3 Pemilihan Informan/Narasumber

Teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik Purposive
Sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan perimbangan
tertentu, perimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tau
tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan peneltian menjelajahi objek/situasi yang diteliti (Sugiyono,

2015:54).

Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria yang telah
ditentukan para informan yang akan memberikan mengenai masalah yang diteliti,
informan merupakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Bima. Informan yang akan menjadi sumber penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan BPKAD Kota Bima
2. Kepala Bidang Penagihan Dan Keberatan BPKAD Kota Bima
3. Kasubid Pengolahan Data Dan Informasi BPKAD Kota Bima
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima

5. Kabid Penerimaan PAD DLH Kota Bima

6. Pelaku Wajib Pajak Kota Bima
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3.4 Sumber Dan Jenis Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa sumber data penelitian yang di pergunakan adalah sumber
data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini

adalah hasil angket yang di berikan kepada responden.

Sedangkan data skunder diperoleh informasi dari pihak lain, seperti
dokumen. Dokumen tertulis yang dalam instansi yang terkait pernyataan tersebut
didasari oleh suatu pendapatan yang mengatakan bahwa, untuk mencari sumber
data adalah penting untuk di sadari bahwa menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan
penelitian) kita dapat menggolongkan sumber data ini dalam 2 (dua) golongan

yaitu sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung
dari tangan pertama.

b. Sumber skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain-lain
(Surakhmad, 1982:134)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2005:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau
strategis untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan.
Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang
sesuai dengan penelitian sehingga penelitian akan memperoleh data yang lengkap
baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi
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1. Observasi
Merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi
sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian
(pengamatan objek penelitian dilapangan). Pengamatan dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk
mengetahui kebenaran atau fakta yang ada dilapangan (Moloeng, 2010;
125-126) .

2. Wawancara
Menurut Deddy (2004:180-181) wawancara Yaitu pengumpulan data
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk
menjawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara
dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan
tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu
wawancara secara terstruktur dan wawancaran tidak struktur. Wawancara
terstruktur yaitu istilah wawancara yang menggunakan bahasa yang baku,
yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-
pilhan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak struktur yaitu kata-kata
dalam ssetiap pertanyaan dapat berubah-ubah atau secara spontan yang
belum ditentukan sebelumnya .

3. Dokumentasi
Menurut Deddy (2004:195) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan

data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan
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sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh  peneliti.
Dokumentasi dapat berupa yang dipublikasikan atau dokumen pribadi
seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang
dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun
tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.
3.6 Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
gambar, foto dan sebagainya dengan mengorganisasikan data kedalam
kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian
membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain (Sugiyono,2010:244) aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:
1. Reduksi
Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian
dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang lebih
diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama

pelaksanaan penelitian berlangsung.
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2. Penyajian Data
Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang
diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang
tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data.
Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang
telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan
adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana
koordinasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Bima sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap
kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini
3.7 Uji Validasi Data

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan
demikian data yang valid adalah data “’yang tidak berbeda’’ antara data
yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada
objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya,
penelitian kualitatif yaitu temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

sesungguhnya terjadi pada objek yang ditelitinya.
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Dalam penelitian peneliti ini akan menggunakan uji kredibilitas
data kualitatif karena peneliti merasa uji kredibilitas data dengan metode
kualitatif ini sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Kredibilitas data
Menurut Sugiyono (2012:270) menegaskan sebagaimana bahwa ’Uji
kredibilitas data atau kepercyaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.
Uji kredibilitas data kualitatif yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara
sbb:

Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan yaitu untuk menguji kredibilitas data
yang telah diperoleh. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat
tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan
memperpanjang masa observasi berarti hubungan peneliti dengan
narasumber akan semakin terbentuk.

Meningkatkan Ketekunan

Yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisinambungan.
Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk
mendapatkan kepastian data oleh karena itu, peneliti pun membaca
berbagai refrensi dari berbagai sumber. Sumber dan hasil penelitian yang
berkaitan dengan temuan peneliti, dengan demikian pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan

data secara sistematis tentang apa yang diamati.
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3. Triangulasi
Dalam triangulasi, peneliti melakukan pengecekan data yang
menggunakan berbagai sumber dan melalui pengecekan terhadap
observasi dilapangan, catatan lapangan, studi literatur serta berdiskusi
dengan narasumber terhadap data yang diperoleh peneliti untuk

memastikan kebenaran data.
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